
 

 
BUPATI PURWAKARTA 
PROPINSI JAWA BARAT 

  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

NOMOR : 66 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERSYARATAN DAN TATA CARA  
MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 

 DI KABUPATEN PURWAKARTA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62, 
Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
25  Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan 
Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data 
Kependudukan di Kabupaten Purwakarta; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 

  3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
 
 



  

  4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

  6.  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan 
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

  8.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah; 

  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Dinas  Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan  Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 
2008; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi  
Kependudukan; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN 

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN 
PURWAKARTA 
 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta selaku Penyelenggara Pemerintah 
Kabupaten Purwakarta yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan 
administrasi kependudukan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta. 

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang 
selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah pemerintah Kabupaten 
Purwakarta yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan 
dalam urusan Administrasi Kependudukan. 



  

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia. 

7. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

8. Orang Asing, adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas 
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan 
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan 
berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 

10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 

11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang 
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
sipil. 

BAB II 
PERSYARATAN DAN TATA CARA  

MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 2 

(1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan instansi 
pelaksana. 

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di 
bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan 
publik lainnya. 

(3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 
data warehouse. 

(4) Data warehouse sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan di 
penyelenggara dan/atau instansi pelaksana. 

 
Pasal 3  

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari: 
a. lembaga negara; 
b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian; 
c. lembaga non pemerintah;  
d. lembaga asing; dan/atau 
e. perorangan. 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

 
Pasal 4 

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, 
harus memenuhi persyaratan, dengan membuat surat pernyataan melindungi 
kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data. 

(2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus 
memenuhi persyaratan:  



  

a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan 
menyalahgunakan data; 

b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan 
c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah. 

(3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus 
memenuhi persyaratan: 
a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak 

menyalahgunakan data; 
b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan 
c. Fotokopi Paspor. 

(4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus 
memenuhi persyaratan: 
a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak 

menyalahgunakan data; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan 
c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan. 

 
 

Pasal 4 

Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk 
memanfaatkan data harus memiliki izin dari Bupati. 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara 
 

Pasal 5 
 

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, meliputi: 

a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati untuk 
memperoleh izin menggunakan data; 

b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat: 
1. maksud, tujuan, kegunaan; 
2. waktu peruntukannya; dan 
3. jenis dan bentuk data yang diperlukan. 

c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 

d. Bupati membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin; 

e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan 
lengkap dari pengguna; 

f. Bupati berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan 
jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan 
data; dan 

g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh 
Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 

 
 
 
 



  

Pasal  6 

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf d, memiliki susunan 
keanggotaan:  
Ketua  : Kepala Dinas;  
Sekretaris : Pejabat Eselon III  Bagian Hukum; dan 
Anggota : paling banyak 3 orang terdiri dari Pejabat Eselon III atau Eselon 

IV pada Dinas dan 1 orang dari Bagian Hukum. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan 
penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna 
data dan memberikan rekomendasi kepada Bupati. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.  
 

 

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Juni 2015 

 

  BUPATI PURWAKARTA, 
 

               Ttd. 
 
 

       DEDI MULYADI 
 
 
 

Diundangkan di Purwakarta 
Pada tanggal 5 Juni 2015 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 
 

Ttd. 
 
Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 66 

 
 
 
 
 
 


